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1. Wewenang Hukum Administrasi Negara.

Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Menurut H.D Stoud kewenangan
adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan,
yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan
dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik
didalam hubungan hukum publik.
Sedangkan menurut G.R.Terry Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah
kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak
dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu, Menurut R.C.Davis dalam
bukunya, Fundamentals of Management: Authority atau Wewenang dalam Hukum
Administrasi Negara adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat
menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar
untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan atau aktivitas perusahaan. Tanpa
wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa. Kewenangan dalam bahasa
hukum tidaklah sama dengan kekuasaan hal tersebut dikarenakan bahwa kekuasaan
hanya menggambarkan suatu hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat, dan kalau
wewenang dalam hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).
Dan dalam otonomi daerah hak mengandung arti kekuasaan untuk mengatur sendiri
dan mengelola sendiri.
a. Asas Legalitas Hukum Administrasi Negara.

Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa semua perbuatan dan

keputusan pejabat administrasi harus didasarkan pada kewenangan yang
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diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak adanya norma dan atau
norma tersamar, asas kewenangan tersebut harus menggunakan asas-asas umum
pemerintahan yang baik (Principle of Proper Administration). Dalam
menentukan suatu tindakan maka harus mencakup 2 hal utama, yakni pertama
adanya kewenangan sebagai sumber munculnya suatu tindakan, dan yang kedua
adalah adanya norma atau substansi norma, apakah norma yang sudah jelas
ataupun masih merupakan norma tersamar. Norma tersamar ini yang kemudian
memunculkan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Principle of
Proper Administration).
Kewenangan (authority) adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh Badan dan
atau pejabat administrasi atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak
dalam laporan hukum publik yang meliputi beberapa wewenang. Kewenangan
menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo merupakan kekuasaan terhadap segolongan
orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu
yang bulat.
Menurut Prof. Eko Prasojo, kewenangan selalu melekat terhadap orang, terhadap
urusan, dan pemberi kewenangan. Wewenang sendiri merupakan hak yang
dimiliki oleh Badan atau pejabat atau penyelenggara negara lainnya untuk
mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang yang di dalam wewenang itu
sendiri ada hak-hak tertentu yang terkandung.
b. Sumber-Sumber Kewenangan.
Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang.
Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi,
yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum
Administrasi, dikenal 3 sumber kewenangan, meliputi:
i.  Astribusi.
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan
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kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi juga
bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan
oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara
pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan
atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas
yang diberikan. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan memperoleh
Kewenangan melalui Atribusi apabila:

- Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan atau undang- undang;

- Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan

- Atribusi diberikan kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan

Tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan atau Pejabat
Pemerintahan yang bersangkutan. Adapun contoh meliputi OJK Resmi
Ambil Alih Tugas BI Awasi Perbankan:

- Setelah melalui proses panjang, akhirnya pengalihan pengawasan
perbankan dan non perbankan resmi dilimpahkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mulai 1 Januari 2014. Sebelumnya, tugas tersebut
selama ini berada di tangan Bank Indonesia (BI).

- Berlangsung di kantor Bank Indonesia (BI), transisi pengawasan ini
ditandai dengan serah terima fungsi pengaturan dan pengawasan mikro
prudensial oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo
kepada Ketua OJK Muliaman D Hadad.

- Dalam acara pengalihan fungsi ini, turut hadir seluruh jajaran BI dan
OJK. Kedua lembaga ini berbaur menjadi satu demi tujuan bersama
untuk meningkatkan pengawasan sistem perbankan, non perbankan dan
pasar modal di Tanah Air.

Menurut Agus Martowardojo, pengalihan fungsi ini merupakan pondasi
untuk menghadapi tantangan global untuk membangun sistem keuangan
dan pengawasan di industri perbankan, non bank dan pasar modal.

Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK
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menjadi tonggak bersejarah untuk menghadapi sistem keuangan yang kuat.
Sehingga kita akan semakin kuat dalam menghadapi shock global.
Penyerahan tugas tersebut merupakan langkah pelaksanaan amanah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang OJK. Selama ini, tambah
Agus, kekuatan sistem keuangan Indonesia mampu menyerap shock global
dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan stabilnya kinerja sektor perbankan.
ii.  Delegasi.
Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU
Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari
Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan
atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Badan dan
atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Kewenangan melalui Delegasi
apabila:
- Diberikan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau
Peraturan Daerah; dan
- Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
iii.  Mandat.
Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya
dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi
Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung
gugat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan atau Pejabat
Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
- Ditugaskan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan

- Merupakan pelaksanaan tugas rutin.
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2. Sarana Administrasi Negara.
a. Pengertian Sarana Administrasi
Sarana administrasi negara merupakan instrumen fundamental dalam
penyelenggaraan fungsi pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan
publik (public service). Sebagai bagian integral dari hukum administrasi negara,
sarana administrasi negara mencakup seluruh perangkat yang memungkinkan
pemerintah menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara efektif dan
efisien. Prajudi Atmosudirdjo mengklasifikasikan sarana administrasi negara ke
dalam lima kategori utama, meliputi:
1. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara;
ii. Organisasi administrasi negara;
1. Aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis;
iv. Sarana-sarana administrasi (keuangan negara dan kepegawaian); dan
v. Administrasi administrasi negara.
Dari kelima kategori tersebut, sarana keuangan negara dan kepegawaian
menduduki posisi strategis sebagai sine qua non dalam operasionalisasi tata
kelola posisi pemerintahan yang baik (good governance). Kompleksitas
pengelolaan sarana administrasi negara tercermin dalam dua dimensi fundamental
dimensi struktural yang berkaitan dengan pengaturan kelembagaan dan sistem
manajemen, serta dimensi fungsional yang menyangkut efektivitas pemanfaatan
sumber daya dalam mencapai tujuan pemerintahan.
b. Kepegawaian sebagai Sarana Administrasi Negara.
i.  Konseptualisasi Hukum Kepegawaian dalam Kerangka Hukum
Administrasi Negara.
Hukum kepegawaian merupakan sub-sistem dari hukum administrasi
negara yang mengatur aspek kepegawaian sebagai bagian penting dan
menentukan bagi kemajuan suatu negara. Baik buruknya suatu negara dapat
dinilai dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sebagian
besarnya dilakukan oleh pegawai pemerintahan. Pengaturan dalam hukum
kepegawaian memberikan fondasi hukum dan pengikat bagi pegawai

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara sekaligus abdi
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masyarakat untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan

publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan

kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Philipus M. Hadjon
menegaskan bahwa kajian hukum administrasi negara memandang
hubungan hukum kepegawaian sebagai openbare dienstbetrekking

(hubungan dinas publik) terhadap negara atau pemerintah, yang lebih

merupakan hubungan subordinasi antara bawahan dan atasan. Dalam

kerangka teoritis ini, terdapat lima pilar yang menghubungkan Hukum

Administrasi Negara dengan hukum kepegawaian, meliputi:

- Objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintah

- Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sebagian besar dilakukan
oleh pegawai ASN

- Fungsi pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan
publik, serta perekat dan pemersatu bangsa

- Hubungan antara pegawai ASN dengan pemerintah adalah hubungan
dinas publik

- Sengketa kepegawaian merupakan sengketa Tata Usaha Negara (TUN)

ii.  Kelembagaan Kepegawaian: Arsitektur Institusional.

Pengelolaan kepegawaian di Indonesia melibatkan tiga lembaga utama yang

memiliki tugas dan fungsi komplementer dalam menciptakan good

governance di bidang manajemen ASN.

- Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN merupakan transformasi
dari Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang dibentuk berdasarkan PP
Nomor 11 Tahun 1948, kemudian menjadi Badan Administrasi
Kepegawaian Negara (BAKN) melalui PP No. 32 Tahun 1972. Saat ini
BKN memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
manajemen kepegawaian negara, termasuk pengelolaan data
kepegawaian nasional, administrasi kepegawaian, dan fasilitasi
manajemen ASN.

- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
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LAN didirikan dengan PP Nomor 30 Tahun 1957 dan diposisikan
sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Tugas utama
LAN meliputi:
- Meneliti, mengkaji dan melakukan inovasi manajemen ASN
- Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
Pegawai ASN berbasis kompetensi
- Merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan
pelatihan Pegawai ASN secara nasional
- Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan diklat
- Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan
penjenjangan
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB)
Berawal dari Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara
(BAPEKAN) pada 27 Juli 1959, Kementerian PANRB bertugas
menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi. Dalam konteks pengawasan pelaksanaan
sistem merit, sebelumnya terdapat Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN) yang dibentuk sebagai lembaga mandiri dan bebas dari
intervensi politik. Namun, berdasarkan Pasal 38 a Perpres No. 91
Tahun 2024, keberadaan KASN telah dialihkan ke dalam Kementerian
PANRB.
iii.  Sistem Merit: Fondasi Profesionalisme Birokrasi.
Sistem merit merupakan roh dari penyelenggaraan manajemen ASN dan
didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Sembilan Prinsip Sistem Merit:
- Melakukan rekrutmen, seleksi, serta promosi berdasarkan kompetisi

yang terbuka dan adil
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- Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara
- Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan yang setara dan
menghargai kinerja tinggi
- Menjaga standar tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian
kepentingan masyarakat
- Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien
- Mempertahankan atau memisahkan pegawai ASN berdasarkan kinerja
yang dihasilkan
- Memberikan kesempatan mengembangkan kompetensi kepada pegawai
ASN
- Melindungi pegawai ASN dari pengaruh politik yang tidak tepat
- Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari hukum yang
tidak adil
Implementasi dan Tantangan Sistem Merit.
Penelitian terkini menunjukkan bahwa implementasi sistem merit dalam
manajemen ASN menghadapi berbagai tantangan, antara lain resistensi terhadap
perubahan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan intervensi politik
dalam rekrutmen maupun promosi pegawai. Meskipun Undang-Undang No. 20
Tahun 2023 telah memperkuat pengawasan sistem merit, penerapannya secara
konsisten masih memerlukan penguatan regulasi, pengawasan berbasis teknologi,
serta sosialisasi prinsip meritokrasi yang intensif.
Studi bibliometrika terhadap publikasi sistem merit ASN Indonesia menunjukkan
peningkatan signifikan tren publikasi, dengan topik dominan mencakup
efektivitas kebijakan, transparansi birokrasi, dan tantangan implementasi sistem
merit. Visualisasi bibliometrik menunjukkan pergeseran fokus kajian dari aspek
normatif menuju pendekatan evaluatif dan aplikatif.

iv.  Netralitas Pegawai ASN: Prinsip Pemisahan Politik dan Administrasi.
Netralitas pegawai ASN dalam kegiatan politik tidak dapat terlepas dari
paradigma yang dikembangkan oleh Woodrow Wilson yang
mendikotomikan antara administrasi dan politik. Menurut Wilson,

administrasi negara atau ASN berfungsi melaksanakan kebijaksanaan
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politik, bahwa administrasi atau ASN berada di luar kajian politik. Konsep
ini dikuatkan oleh Frank Goodnow yang mengajarkan bahwa terdapat dua
fungsi pokok pemerintah yang sangat berbeda, yaitu politik (membuat dan
merumuskan kebijakan) dan administrasi (pelaksanaan kebijakan).
S.F. Marbun menegaskan makna netralitas sebagai bebasnya pegawai negeri
dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk
kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.
Namun, pegawai negeri masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih,
dan berhak wuntuk dipilih dalam pemilihan umum, tetapi tidak
diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. Kerangka
Regulasi Netralitas, Realisasi terhadap penegasan netralitas dituangkan
melalui berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai
Politik
- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
v.  Upaya Administratif dalam Sengketa Kepegawaian
Upaya administratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan oleh
pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan pejabat pembina
kepegawaian (PPK) atau keputusan pejabat. Upaya administratif terdiri dari
dua cara, meliputi:
- Keberatan (Bezwaar)
Upaya administratif yang dilakukan oleh pegawai ASN yang tidak puas
terhadap keputusan PPK kecuali pemberhentian sebagai PNS atau
selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK, diserahkan
kepada pejabat pembina kepegawaian atau atasan pejabat.

- Banding Administratif (Administratief Beroe)
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Upaya administratif yang dilakukan oleh pegawai ASN yang tidak puas
terhadap keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau
pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
b. Keuangan Negara sebagai Sarana Administrasi Negara.
i.  Konseptualisasi Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik.

Hukum anggaran negara dan keuangan publik merupakan ilmu paling
komprehensif sekaligus kompleks karena memiliki keterkaitan dengan
berbagai disiplin ilmu: hukum administrasi negara, hukum tata negara,
hukum pidana, hukum perdata, hukum korporasi, ilmu ekonomi makro,
ilmu politik, dan ilmu kebijakan publik. Kompleksitas ini menuntut
pemahaman yang menyeluruh dan tidak hanya dapat didasarkan pada
peraturan-undangan semata. Hukum anggaran negara dan keuangan publik
dikaji dalam hukum administrasi negara karena tiga alasan mendasar yang
meliputi:

- Dari wewenang yang berwenang.

Pengelolaan anggaran negara dan keuangan publik berada pada
pemerintah sebagai subjek kajian hukum administrasi negara

- Dari segi prosedur.

Pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemerintahan dari
perencanaan sampai pertanggungjawaban oleh badan atau pejabat
pemerintahan dengan peraturan atau keputusan

- Dari segi substansi.

- Kebijakan anggaran negara dan keuangan publik didasarkan pada
AUPB, memperhatikan kepentingan umum, dan mencapai tujuan
negara

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, anggaran negara (APBN)

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh

DPR. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa

anggaran negara adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan

ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk
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mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan
pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara.
ii.  Definisi Keuangan Negara
Definisi keuangan negara di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan
dan masih termasuk akademis. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun
2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
diukur dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut. Ada Empat Pendekatan Dimensi dalam
Mendefinisikan Keuangan Negara yang meliputi:
- Pendekatan Objek.
Meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang fiskal, moneter, dan
pengelolaan kekayaan negara yang dikecualikan, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.
- Pendekatan Subjek.
Meliputi seluruh objek yang dimiliki negara dan/atau dikuasai
pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah,
atau badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- Pendekatan Proses.
Mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan hingga dengan pertanggungjawaban.
- Pendekatan Tujuan.
Meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang
berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan objek dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Ruang Lingkup Keuangan Negara juga terbagi dalam sembilan pada Pasal 2
UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:
- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan

uang, serta melakukan pinjaman
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- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga

- Penerimaan negara

- Pengeluaran negara

- Penerimaan daerah

- Pengeluaran daerah

- Kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah

- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas
yang diberikan pemerintah

iii.  Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian integral dari keuangan

negara yang pengelolaannya harus teratur dan dipertanggungjawabkan

sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. Pengelolaan BMN yang

baik merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi keuangan

negara dan mendorong tata kelola yang profesional dan terintegrasi.

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, pengelolaan BMN meliputi:

- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

- Pengadaan

- Penggunaan

- Pemanfaatan

- Pengamanan dan pemeliharaan

- Penilaian

- Pemindahtanganan

- Pemusnahan

- Penatausahaan

- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di Indonesia masih

menghadapi berbagai tantangan yang meliputi:

- Ketidakteraturan data.
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Masih terdapat ketidaksesuaian antara kode akun dengan kode BMN
yang mempengaruhi akurasi laporan keuangan.
- Keterbatasan SDM.
Kurangnya kompetensi SDM pengelola aset dalam mengoperasikan
sistem informasi.
- Lemahnya sinergi antar lembaga.
Koordinasi antara pengguna barang, pengelola barang, dan DJKN
masih perlu diperkuat.
- Infrastruktur TI yang terbatas.
Terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses internet
dan perangkat IT.
DJKN memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang
transparan dan akuntabel melalui:
- Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi.
- Penyusunan laporan BMN yang akurat.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Penguatan pengawasan dan pengendalian.
iv.  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual merupakan
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual. UU No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa
Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. PP
No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Memberlakukan SAP berdasarkan akrual paling lambat Tahun 2015.
Manfaat SAP Berbasis Akrual meliputi:
- Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban

pemerintah.
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V.

- Bermanfaat dalam kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan,
efisiensi, dan pencapaian tujuan.

- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan informasi
keuangan yang akurat.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam
pengelolaan keuangan negara yang memastikan penggunaan dana publik
dilakukan secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi
yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi memungkinkan
masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai penggunaan dana
publik.
Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk
memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Tantangan dalam Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas meliputi:
- Keterbatasan aksesibilitas laporan keuangan.
Meskipun portal data sudah terbuka, masih banyak masyarakat yang
kesulitan mengakses dan memahami laporan keuangan.
- Kompleksitas pengelolaan.
Pengelolaan keuangan negara yang melibatkan banyak entitas dan
tingkatan pemerintahan menciptakan kompleksitas koordinasi.
- Kapasitas SDM.
Keterbatasan kompetensi SDM dalam menyusun laporan keuangan
yang berkualitas dan tepat waktu.
- Budaya organisasi.

Resistensi budaya organisasi terhadap keterbukaan dan akuntabilitas.
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¢. Reformasi dan Pengembangan Sarana Administrasi Negara.
1.  Agenda Reformasi Sarana Kepegawaian
Reformasi birokrasi di bidang kepegawaian merupakan bagian integral
dari upaya mewujudkan ASN yang profesional, akuntabel, dan
berorientasi pada pelayanan publik. Beberapa agenda reformasi yang
perlu diperkuat melalui:
- Penguatan Sistem Merit.
- Penguatan regulasi dan pengawasan berbasis teknologi
- Sosialisasi intensif prinsip meritokrasi kepada seluruh stakeholder
- Penerapan merit system secara konsisten dalam seluruh aspek
manajemen ASN (rekrutmen, promosi, mutasi, pemberhentian)
- Peningkatan Kompetensi ASN:
- Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang berkelanjutan
- Sistem sertifikasi kompetensi jabatan
- Pengembangan learning organization di lingkungan birokrasi
- Digitalisasi Manajemen ASN:
- Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
secara optimal
- Integrasi data kepegawaian nasional
- Pemanfaatan big data dan artificial intelligence dalam manajemen
ASN
- Penguatan Netralitas dan Integritas:
- Penegakan disiplin ASN secara tegas dan konsisten
- Penguatan peran KASN (sekarang di bawah Kementerian PANRB)
dalam pengawasan netralitas
- Internalisasi nilai-nilai dasar ASN (Berakhlak: Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif,
Kolaboratif)

ii.  Agenda Reformasi Sarana Keuangan Negara
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Reformasi pengelolaan keuangan negara diarahkan pada peningkatan
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana
publik yang meliputi:
- Optimalisasi Penerapan SAP Berbasis Akrual:
- Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan laporan keuangan
berbasis akrual
- Penguatan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi pemerintahan
- Penguatan Pengelolaan BMN:
- Integrasi sistem informasi pengelolaan BMN (SIMAN V2) secara
nasional
- Peningkatan kompetensi SDM pengelola aset
- Optimalisasi pemanfaatan BMN untuk meningkatkan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Percepatan sertifikasi aset tanah milik negara
- Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara:
- Implementasi e-budgeting, e-planning, e-procurement, dan
e-auditing
- Pengembangan sistem informasi keuangan terintegrasi
- Pemanfaatan  blockchain  technology untuk meningkatkan
transparansi dan mencegah fraud
- Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas:
- Peningkatan efektivitas audit BPK
- Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- Peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara
melalui social audit
iii.  Integrasi Kepegawaian dan Keuangan Negara dalam E-Government.
Era digital mengharuskan integrasi antara pengelolaan kepegawaian dan
keuangan negara dalam satu ekosistem e-government yang terintegrasi.
Beberapa inisiatif strategis:

- Integrasi SIASN dan Sistem Keuangan.
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Integrasi antara data kepegawaian dalam SIASN dengan sistem

penggajian dan tunjangan kinerja untuk memastikan akurasi dan

efisiensi pengelolaan anggaran belanja pegawai.

- Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Output.

Implementasi sistem penilaian kinerja ASN yang terintegrasi dengan

alokasi tunjangan kinerja (performance based budgeting) untuk

mendorong produktivitas dan akuntabilitas.

- Dashboard Manajemen Terintegrasi.

Pengembangan  dashboard  yang  mengintegrasikan  data

kepegawaian, keuangan, dan kinerja untuk mendukung pengambilan

keputusan berbasis data (evidence-based policy making).

d. Rencana (Het Plan)

Dalam pandangan hukum administrasi negara, rencana merupakan salah satu
instrumen pemerintah yang sifat hukumnya berada di antara peraturan
kebijaksanaan, perundang-undangan, dan ketetapan. Dengan demikian,
perencanaan memiliki bentuk sendiri serta mempunyai tujuan sendiri, berbeda
dengan peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan dan
ketetapan. Contoh dari produk het plan ini dapat dijumpai pada berbagai
bidang kegiatan pemerintahan, misalnya pengaturan rencana. tata ruang kota,
rencana peruntukan tanah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) dan lain sebagainya.
Di Indonesia, perencanaan sangat berperan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Hal ini dikarenakan birokrasi yang saling terkait satu sama lain menyebabkan
setiap upaya dan kebijakan yang diambil pun saling bersinggungan antara satu
dengan yang lainnya, sehingga memiliki konsekuensi keuangan yang saling
berpengaruh. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu disusun rencana-rencana
yang berkaitan secara sinkron, serta tidak tumpang tindih, dan utamanya
efisien dalam hal pembiayaan.
Pada umumnya rencana-rencana pembangunan yang dibuat oleh badan-badan

tata usaha negara didasarkan pada besarnya porsi belanja dan subsidi dalam
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi kegiatan tiap

sektor/subsektor dari departemen/non departemen dan jawaban yang

bersangkutan. Perencanaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1.

ii.

1il.

Perencanaan  informatif, yaitu rancangan estimasi mengenai
perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif
kebijakan tertentu.

Perencanaan  indikatif, yaitu rencana-rencana yang memuat
kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa
kebijakan itu akan dilaksanakan.

Perencanaan operasional atau normatif, yaitu rencana-rencana yang
terdiri dari  persiapan-persiapan,  perjanjian-perjanjian  dan

ketetapan-ketetapan.

Dalam perspektif HAN, disebutkan pula unsur-unsur rencana yang terdiri dari:

L.
il.

111

Schriftelijke (tertulis)
Keputusan atau tindakan terkandung pilihan

Oleh organ pemerintahan

iv.  Ditujukan pada waktu yang akan datang
v.  Unsur-unsur rencana (seringkali berbentuk tindakan-tindakan atau
keputusan-keputusan)
vi.  Beragam, memiliki sifat yang tidak sejenis
vil.  Seringkali secara programatis
viii.  Untuk jangka waktu tertentu
ix.  Gambaran tertulis
Perizinan

1.

Pengertian Perizinan

Perizinan dalam hukum administrasi negara merujuk pada pemberian
otorisasi resmi oleh pemerintah kepada individu atau badan untuk
melakukan aktivitas tertentu yang diatur oleh hukum. Perizinan
mencakup tiga bentuk utama, yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi yang
dijelaskan sebagai berikut:

- Dispensasi
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Dispensasi  adalah  keputusan administrasi negara yang
mengizinkan suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh
peraturan. Dengan kata lain, dispensasi membebaskan pelaku dari
larangan/aturan hukum tertentu. Contohnya dispensasi pernikahan
dibawah umur (dibawah umur 19 tahun) yang diberikan
pengadilan dan dispensasi pembangunan di kawasan yang dilarang
karena alasan mendesak.
- Lisensi
Lisensi adalah izin yang memberikan hak kepada seseorang atau
badan untuk menjalankan usaha atau aktivitas tertentu dengan
persyaratan khusus. Lisensi biasanya terkait dengan operasional
perusahaan atau kegiatan profesional yang memerlukan otorisasi
istimewa. Contohnya lisensi praktik dokter, lisensi mengemudi
(SIM) dan lisensi advokat.
- Konsesi
Konsesi adalah izin untuk melaksanakan pekerjaan berskala besar
yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena
melibatkan kepentingan publik, tetapi diberikan kepada pihak
swasta atau non-pemerintahan untuk diselenggarakan. Contohnya
konsesi pertambangan (izin usaha pertambangan batu bara, ,emas,
dll) dan konsesi pengelolaan pelabuhan atau bandara.Menurut
Ridwan HR, perizinan merupakan instrumen hukum yang
memungkinkan pemerintah mengendalikan aktivitas masyarakat
agar sesuai dengan kepentingan umum dan kepastian hukum.
ii.  Unsur-Unsur Perizinan

Unsur-unsur perizinan merupakan komponen-komponen fundamental

yang harus ada dan terpenuhi agar suatu perizinan dapat dianggap sah

dan berlaku secara hukum. Unsur-unsur ini merupakan elemen pokok

yang membentuk konstruksi hukum dari suatu perizinan dan menentukan

keabsahan dari izin tersebut. Perizinan sebagai keputusan administrasi

negara memiliki beberapa unsur esensial yang harus dipenuhi, yaitu:
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- Instrumen Yuridis
Instrumen  yuridis adalah dasar hukum formal, seperti
undang-undang atau peraturan, yang menjadi landasan penerbitan
1zin.

- Peristiwa konkret
Peristiwa konkret adalah fakta atau landasan spesifik yang menjadi
alasan pemberian izin, seperti permohonan atau kebutuhan tertentu.

iit.  Tujuan dan Fungsi Perizinan

Secara umum, perizinan memiliki tujuan dan fungsi untuk mengatur

aktivitas masyarakat demi kepentingan publik. Berikut adalah tujuan

utama perizinan:

- Mengendalikan aktivitas
Mengarahkan kegiatan tertentu agar sesuai dengan rencana
pemerintah, misalnya melalui izin mendirikan bangunan.

- Mencegah bahaya lingkungan
Melindungi ekosistem melalui izin lingkungan, seperti izin
pembuangan limbah.

- Melindungi objek tertentu
Menjaga aset berharga, seperti izin terbang untuk pesawat atau izin
renovasi bangunan cagar budaya.

- Mengatur sumber daya terbatas
Membagi akses ke benda atau wilayah yang langka, misalnya izin
tinggal di kawasan padat penduduk.

- Mengatur sumber daya terbatas
Seleksi dan pengarahan Memastikan hanya pihak yang memenuhi
syarat tertentu yang dapat melakukan aktivitas, misalnya izin praktik
dokter.

iv.  Isi Ketetapan Izin
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 38, Keputusan

Administrasi Pemerintahan ditetapkan sebagai ketetapan tertulis,
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sementara izin termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 juncto Pasal

1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa keputusan

penetapan/penerbitan izin merupakan salah satu bentuk KTUN; oleh

karena itu, izin selalu diterbitkan dalam bentuk tertulis sebagai

keputusan administratif resmi. Ketetapan izin memuat elemen-elemen

berikut:

Otoritas yang berwenang
Pihak yang dialamatkan
Ketentuan dan syarat
Alasan pemberian

Pemberitahuan tambahan

3. Barang-Barang Milik Negara.

Aset negara merupakan aset yang sangat penting untuk dikelola. Dan ketika berbicara

soal aset negara, maka salah satu yang perlu diketahui adalah Barang Milik Negara

(BMN). Istilah ini tidak hanya merujuk pada gedung-gedung pemerintahan atau

kendaraan dinas, tetapi juga mencakup berbagai jenis aset yang digunakan untuk

mendukung jalannya penyelenggaraan negara. Menariknya, pengelolaan barang milik

negara kerap menjadi sorotan karena menyangkut transparansi, akuntabilitas, hingga

efisiensi penggunaan anggaran publik.

a. Pengertian Barang Milik Negara (BMN).

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta barang yang berasal dari

perolehan lainnya yang sah. Dengan kata lain, segala bentuk aset yang dimiliki

oleh pemerintah pusat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk

dalam kategori ini. Contoh barang milik negara bisa berupa tanah, bangunan,

jalan, jembatan, peralatan kantor, kendaraan, hingga perangkat teknologi

informasi.

LAWBRARY

ALSALCUB.ORG

iy



ALSA

%Q 7 Qg LOCAL CHAPTER
N UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALS
onniocat cuarrer | ACADEMIC DEVELOPMENT DIVISION

Barang-barang tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan operasional

pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan

publik. Misalnya, rumah sakit pemerintah menggunakan peralatan medis yang

merupakan bagian dari barang milik negara, atau universitas negeri yang

memanfaatkan laboratorium dan fasilitas riset yang juga masuk dalam aset

negara.

b. Jenis dan Kategori Barang Milik Negara (BMN).

Barang Milik Negara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama.

Yang meliputi:

1. Aset Lancar.
Aset lancar adalah barang milik negara yang memiliki umur pakai relatif
singkat dan biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional
sehari-hari. Karena sifatnya cepat habis atau mengalami penyusutan nilai
dalam waktu singkat, aset ini harus dicatat dengan teliti agar tidak terjadi
pemborosan. Contohnya meliputi perlengkapan kantor seperti alat tulis,
kertas, serta persediaan barang habis pakai. Perangkat elektronik kecil
seperti printer atau laptop juga termasuk dalam kategori ini karena
meskipun bernilai, masa manfaatnya terbatas. Pengelolaan aset lancar yang
baik akan memastikan kelancaran administrasi pemerintahan tanpa
mengganggu efisiensi anggaran.

ii.  Aset Tetap.
Aset tetap merupakan barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis
besar dan masa manfaat panjang. Berbeda dengan aset lancar, aset tetap
tidak mudah dialihkan dan menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Contohnya adalah tanah, gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan, serta
berbagai infrastruktur publik lainnya. Karena sifatnya strategis, aset tetap
harus dijaga keberlanjutannya dan dicatat secara resmi untuk menghindari
konflik kepemilikan. Selain itu, aset tetap juga mencerminkan kekuatan
ekonomi negara karena nilainya yang signifikan dalam neraca keuangan
pemerintah.

iii.  Aset dalam Laporan Pajak atau Fiskal.
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Selain aset fisik, barang milik negara juga tercermin dalam laporan fiskal
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban negara di bidang perpajakan.
Aset ini mencakup piutang pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP),
serta kewajiban fiskal tertentu. Pencatatan aset fiskal sangat penting karena
menunjukkan posisi keuangan negara dan menjadi dasar dalam menyusun
anggaran. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengukur
kemampuan membiayai program pembangunan serta memastikan
keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

iv.  Aset Tak Berwujud.
Aset tak berwujud adalah barang milik negara yang tidak memiliki bentuk
fisik, tetapi tetap memiliki nilai ekonomis dan hukum. Contohnya meliputi
hak cipta, paten, lisensi perangkat lunak, serta merek dagang yang dibeli
atau dimiliki oleh negara. Keberadaan aset tak berwujud semakin penting di
era digital karena banyak inovasi dan karya intelektual yang dibiayai
dengan anggaran negara. Selain melindungi hasil karya, aset ini juga dapat
menjadi sumber pemasukan melalui royalti atau lisensi. Oleh karena itu,
pencatatan dan perlindungan hukum terhadap aset tak berwujud menjadi
bagian penting dari pengelolaan kekayaan negara.

c. Pentingnya Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan yang efektif akan membantu pemerintah memaksimalkan

pemanfaatan aset, menekan pemborosan anggaran, serta memberikan manfaat

langsung kepada masyarakat. Pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara

meliputi:

i.  Pengelolaan sebagai kebutuhan strategis.
Mengelola BMN bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian
dari strategi besar dalam menjaga kekayaan negara. Tanpa sistem
pengelolaan yang baik, aset negara berisiko mengalami kerusakan,
penyalahgunaan, atau bahkan penggelapan. Hal ini dapat menimbulkan
kerugian besar, baik secara finansial maupun sosial, karena aset negara
sejatinya adalah milik rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan

umum.
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ii.  Transparansi dan akuntabilitas.
Salah satu alasan utama pengelolaan BMN adalah untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dengan
adanya sistem pencatatan yang rapi, publik dapat mengetahui kondisi aset
negara secara jelas. Audit berkala juga memastikan tidak ada penyimpangan
dalam pemanfaatan aset, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah tetap terjaga.

iii.  Efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan.
Pengelolaan yang efektif memungkinkan pemerintah memaksimalkan
pemanfaatan aset dan menekan pemborosan anggaran. Misalnya,
gedung-gedung pemerintah yang tidak terpakai dapat dialihfungsikan untuk
pelayanan publik, seperti pusat pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial.
Bahkan, aset yang tidak digunakan bisa disewakan sehingga menghasilkan
pendapatan tambahan bagi negara.

iv.  Perencanaan fiskal dan pembangunan berkelanjutan.
Data BMN yang akurat menjadi dasar penting dalam perencanaan fiskal
negara. Pemerintah dapat mengukur kekuatan ekonomi, menentukan
prioritas pembangunan, dan menyusun anggaran dengan lebih tepat. Aset
yang terkelola baik juga mendukung keberlanjutan pembangunan, karena
negara memiliki gambaran jelas tentang kapasitas dan sumber daya yang
dimiliki.

v.  Kepastian hukum dan perlindungan aset.
Pengelolaan BMN juga berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum. Aset
tetap seperti tanah dan bangunan harus dicatat secara resmi agar tidak
menimbulkan sengketa kepemilikan. Perlindungan hukum terhadap aset
negara memastikan bahwa kekayaan negara tidak mudah digugat atau
dialihkan secara ilegal. Selain itu, aset tak berwujud seperti hak cipta dan
paten juga perlu dilindungi agar inovasi yang dibiayai negara tidak

disalahgunakan oleh pihak lain.

4. Sanksi Administrasi Negara.
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a. Pengertian Sanksi Administrasi Negara

Dalam Hukum Administrasi Negara, sanksi merupakan inti dari penegakan

hukum administrasi yang dibutuhkan untuk menjamin penegakan hukum

administrasi. Penggunaan sanksi administrasi ini merupakan salah satu

kewenangan yang dimiliki pemerintahan, yang berasal dari hukum administrasi

tertulis dan tidak tertulis. Sanksi administrasi ini muncul dari hubungan antara

pemerintah dan warga negara, yang dilaksanakan tanpa perantara atau pihak

ketiga (kekuasaan peradilan).

Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara meliputi:

i.  Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang).
Berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Belanda, paksaan
pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah
atau atas nama pemerintah guna mengosongkan, memindahkan,
menghalangi, memperbaiki keadaan yang telah dilakukan atau sedang
dilakukan, yang bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan ke keadaan semula.
Dalam hal ini organ pemerintah memiliki kewenangan untuk
merealisasikan dengan nyata berkaitan dengan ketaatan warganya, jika
perlu dengan paksaan terhadap pelanggaran  peraturan
perundang-undangan atau kewajiban tertentu. Paksaan pemerintahan ini
dilihat dari bentuk eksekusi nyata, yaitu dilaksanakan secara langsung
tanpa perantaraan hakim dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan
paksaan dapat dikenakan langsung kepada pelanggar. Dalam hal ini,
pemerintah memiliki kebebasan untuk memilih apakah menggunakan
paksaan pemerintah atau tidak. Salah satu ketentuan hukum dalam
pelaksanaan paksaan pemerintah wajib didahului oleh surat peringatan
tertulis, yang dituangkan dalam bentuk KTUN. Surat peringatan tertulis
itu harus berisi hal-hal:

ii.  Peringatan harus definitif, artinya keputusan itu harus ditujukkan bagi

organ pemerintahan yang sudah harus pasti.
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- Di sebutkan organ yang berwenang untuk melakukan paksaan
pemerintah.
- Peringatan harus ditunjukkan kepada orang yang tepat.
- Ketentuan yang dilanggar harus dicantumkan secara jelas.
- Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas.
- Terdapat penentuan jangka waktu.
- Pemberian beban jelas dan seimbang.
- Pemberian beban tanpa syarat.
- Beban mengandung pemberian alasannya.
- Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.
iii.  Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan.

Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan, berarti meniadakan
hak-hak yang terdapat dalam keputusan organ pemerintahan. Sanksi ini
merupakan sanksi yang berlaku ke belakang, yaitu sanksi yang pada
situasi sebelum keputusan itu dibuat. Penarikan kembali KTUN yang
menguntungkan dilakukan dengan cara mengeluarkan suatu ketetapan
baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi
ketetapan terdahulu. Sebab-sebab pencabutan KTUN sebagai sanksi, yaitu
sebagai berikut:

- Pihak yang berkepentingan tidak menaati pembatasan-pembatasan,
ketentuan peraturan perundang-undangan atau syarat yang berkaitan
dalam perizinan, subsidi, atau pembayaran.

- Pihak yang berkepentingan memberikan data yang tidak lengkap atau
salah pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin,
subsidi, atau pembayaran.

Dalam penarikan suatu keputusan yang telah dibuat harus memperhatikan

asas-asas berikut:

- Suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang dikenainya, dan putusan
tersebut juga terdapat beberapa syarat tertentu, diantaranya yaitu dapat
ditarik kembali ketika pada waktu yang ditetapkan tersebut tidak

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
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Suatu keputusan yang bermanfaat untuk pihak yang dikenainya tidak
dapat ditarik kembali setelah jangka tertentu sudah lewat, apabila
melakukan penarikan kembali setelah jangka waktu yang ditetapkan
sudah lewat, maka suatu keadaan yang layak di bawah kekuasaan
keputusan-keputusan yang bermanfaat itu menjadi tidak layak.

Adanya suatu keputusan yang tidak benar, yaitu dihadapkan pada suatu
keadaan yang tidak layak. Keadaan ini tidak boleh dihilangkan apabila
menarik kembali keputusan yang bersangkutan kepada pihak yang
dikenainya itu mendapatkan kerugian yang lebih besar daripada
kerugian yang diderita oleh negara karena keadaan yang tidak layak
tersebut.

Menarik kembali atau mengubah suatu keputusan harus diadakan
dengan cara (formalitas) yang sama sebagaimana yang ditentukan bagi
pembuat ketetapan itu (asas contrarius actus).

Suatu keputusan yang dibuat karena yang berkepentingan melakukan
penipuan, hal ini dapat ditiadakan ab ovo (dari permulaan tidak ada).
Suatu keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang
bersangkutan, jadi suatu keputusan yang belum menjadi perbuatan
yang sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, dapat ditiadakan ab

ovo.

iv.  Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom).

Pengenaan uang paksa dalam Hukum Administrasi Negara ini dikenakan

pada pihak yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Pengenaan uang paksa ini merupakan

alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. Pengenaan uang paksa

dikatakan sebagai alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai

sanksi “subsidiary” dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan

hukum yang dihadapi dalam pengenaan dwangsom sama dengan

pelaksanaan paksaan nyata. Pengenaan uang paksa ini lebih banyak

diterapkan ketika pelaksanaan bestuursdwang sulit dilakukan.

v.  Pengenaan Denda Administratif.
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Mengutip pendapat P. de Haan dan kawan-kawan bahwa pengenaan denda
administratif itu tidak lebih dari sekadar reaksi terhadap pelanggaran
norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama
denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pengenaan denda
administratif ini diberikan tanpa perantaraan hakim, artinya pemerintah
dapat menerapkan secara arbitrer, tetapi harus tetap memperhatikan
asas-asas Hukum Administrasi Negara baik secara tertulis maupun tidak
tertulis. Berkenaan dengan denda administratif ini, di dalam Algemene
Bepalingen Van Administratief Recht, disimpulkan bahwa denda
administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang
diatur Undang-Undang dalam arti formal.
b. Perbedaan Sanksi Administrasi Negara dengan Sanksi Pidana
Sanksi administrasi merujuk pada tindakan hukum yang dijatuhkan oleh
lembaga atau pihak berwenang dalam rangka menegakkan peraturan atau
undang-undang. Sanksi ini biasanya bersifat non-pidana dan bertujuan untuk
mengoreksi pelanggaran administrasi. Sementara itu, sanksi pidana merujuk
pada tindakan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap seseorang yang
melakukan tindak pidana. Tindak pidana dapat berupa perbuatan melawan
hukum yang serius dan merusak tatanan sosial yang berlaku. Sanksi pidana ini

biasanya berupa hukuman seperti pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya.

5. Peradilan Tata Usaha Negara.
a. Pengertian Hukum Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, merupakan dasar hukum utama yang
mengatur peradilan dalam sengketa antara masyarakat dengan pemerintah.
Undang-Undang ini telah mengalami beberapa perubahan, yaitu dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat atas keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh
pejabat tata usaha negara (Enrico Simanjuntak, 2018). Pasal 1 Undang-Undang
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendefinisikan beberapa istilah penting,
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seperti Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, dan
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN didefinisikan sebagai keputusan
tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam rangka
menjalankan wewenangnya, yang bersifat konkret, individual, dan final serta
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) adalah cabang hukum yang mengatur
tentang hubungan hukum antara pemerintah dengan individu atau badan hukum
dalam penyelenggaraan administrasi negara. HTUN bertujuan untuk mengatur
tata cara penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan hukum dan
tidak merugikan hak-hak masyarakat. Dalam konteks Indonesia, HTUN sering
dikaitkan dengan hukum administrasi negara yang mengatur tindakan pejabat
pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jika tindakan administrasi negara
melanggar hukum atau merugikan warga negara, maka sengketa yang timbul
dapat diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Secara umum, HTUN mengatur segala bentuk keputusan yang dibuat oleh pejabat
pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara. Keputusan
ini sering disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau
beschikking, yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN. HTUN memiliki
kedudukan penting dalam negara hukum karena berfungsi untuk membatasi
kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu,
hukum ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap
tindakan administrasi negara yang tidak sesuai dengan aturan. Sumber hukum
utama HTUN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peraturan ini
menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan
pemerintah yang dianggap merugikan. Selain itu, HTUN juga diatur dalam
berbagai peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), yang mengatur tentang prosedur
pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah agar lebih transparan dan

akuntabel.
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b. Peran dan Fungsi PTUN

Dalam Sistem Peradilan PTUN adalah salah satu pilar dalam sistem peradilan di
Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara atau
badan hukum dengan pemerintah. Sengketa ini umumnya terjadi akibat keputusan
atau tindakan administrasi negara yang dianggap merugikan pihak tertentu.
Keberadaan PTUN bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan administrasi
pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip keadilan. Dalam Undang-Undang PTUN memberikan legitimasi
bagi PTUN untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang melibatkan
pejabat pemerintahan dalam kapasitasnya mengeluarkan keputusan atau tindakan
administrasi negara. PTUN sejajar dengan peradilan lainnya seperti Peradilan
Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer.

Keberadaan PTUN bertujuan untuk mengontrol legalitas tindakan administrasi
pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertindak
sewenang-wenang terhadap masyarakat. Fungsi utama PTUN adalah mengadili
dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat keputusan atau
tindakan pejabat pemerintahan yang merugikan pihak lain. PTUN juga berperan
dalam memastikan bahwa tindakan administrasi negara dilakukan dengan prinsip
good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. PTUN
menangani perkara yang berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. KTUN ini dapat berupa izin usaha,
pemecatan pegawai negeri, penghapusan hak kepemilikan tanah, hingga
keputusan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keputusan yang
tidak sesuai dengan hukum dan merugikan masyarakat dapat diuji di PTUN.

c. Perkembangan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi
masyarakat terhadap keputusan pejabat administrasi yang dianggap merugikan.
Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa
melalui PTUN agar masyarakat dapat memperoleh keadilan. Pada tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diterbitkan sebagai revisi terhadap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Salah satu perubahan penting dalam
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Undang-Undang ini adalah memperluas definisi KTUN sehingga lebih banyak
jenis keputusan administrasi yang dapat diuji di PTUN.
Pada tahun 2009, lahir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang semakin
memperkuat peran PTUN. Undang-Undang ini memperkenalkan konsep putusan
fiktif positif, yang berarti apabila pejabat TUN tidak memberikan keputusan
dalam waktu tertentu, maka permohonan masyarakat dianggap dikabulkan secara
hukum. Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, yang semakin memperjelas batas
kewenangan PTUN. Undang-Undang ini memberikan pedoman lebih rinci
mengenai bagaimana suatu keputusan administrasi negara dapat diuji dalam
sistem peradilan.

d. Yurisdiksi dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
Yurisdiksi PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, yang menyatakan bahwa PTUN berwenang untuk mengadili sengketa yang
timbul akibat keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret dan individual.
Keputusan ini diambil oleh pejabat atau badan administrasi negara yang memiliki
dampak langsung terhadap hak-hak warga negara atau badan hukum. Jenis
keputusan yang dapat diajukan ke PTUN termasuk keputusan yang mengatur hak
seseorang atau badan hukum, seperti pemberian izin, pengangkatan,
pemberhentian, atau keputusan yang mengubah status atau kedudukan seseorang
dalam hubungan administratif.
PTUN memiliki kewenangan yang terbatas untuk memeriksa dan memutuskan
sengketa administratif, dan tidak semua keputusan dapat diajukan ke PTUN.
Beberapa jenis keputusan, seperti keputusan politik, kebijakan publik, atau
keputusan yang tidak bersifat administratif, tidak dapat digugat di PTUN.
Keputusan yang tidak berhubungan dengan administrasi negara atau kebijakan
pemerintah yang bersifat umum tidak termasuk dalam kewenangan PTUN. Selain
itu, PTUN juga tidak dapat mengadili perkara yang berkaitan dengan peraturan
atau keputusan yang bersifat umum dan tidak mengatur hak individu secara

langsung.
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Selain kewenangannya dalam memeriksa sengketa administratif, PTUN juga
berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang dianggap
bertentangan dengan hukum atau merugikan hak seseorang. Pasal 56
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan dasar hukum bagi PTUN
untuk membatalkan keputusan yang melanggar peraturan perundang undangan,
keputusan yang tidak sah, atau keputusan yang diterbitkan dengan prosedur yang
tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, PTUN
tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk menjaga
agar keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah tetap berada dalam
kerangka hukum yang sah.

e. Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, subjek sengketa terdiri atas
penggugat, tergugat, dan pihak ketiga. Penggugat adalah pihak yang merasa
dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan administrasi negara. Biasanya
penggugat adalah warga negara, badan hukum, atau entitas lain yang
berkepentingan.
Objek sengketa dalam peradilan TUN merujuk pada keputusan atau tindakan
administrasi yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
bersifat final dan berimplikasi hukum. Objek sengketa harus memenuhi kriteria
sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu keputusan tertulis
yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final,
serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

f. Tahapan Beracara di PTUN
PTUN adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Sengketa TUN timbul karena
adanya keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang dianggap

bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak tertentu (Siti Ramdani &
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Jumadi, 2021). Berikut adalah tahapan beracara di PTUN sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di Indonesia.

i.  Pengajuan Gugatan (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)
Gugatan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu keputusan
tata usaha negara. Gugatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada PTUN yang berwenang dalam waktu 90 hari sejak
putusan diterima.

ii.  Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986) Setelah gugatan diajukan, Ketua Pengadilan akan memeriksa
kelengkapan administratif gugatan. Jika ada kekurangan, penggugat diberi
waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu.

iil.  Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang. Ketua PTUN
menunjuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang dan menetapkan hari
sidang pertama.

iv.  Pemeriksaan Persiapan.D alam tahap ini, hakim berupaya mendamaikan
kedua belah pihak melalui mediasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka
gugatan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

v. Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat. Pada sidang pertama,
penggugat membacakan gugatan. Tergugat (pejabat TUN yang
mengeluarkan keputusan) diberi kesempatan menyampaikan jawaban.

vi.  Replik dan Duplik, Penggugat memberikan tanggapan terhadap jawaban
tergugat (replik), dan tergugat memberikan tanggapan balik (duplik).

vii.  Pembuktian (Pasal 100-107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) Para
pihak mengajukan alat bukti seperti surat, saksi, dan ahli untuk memperkuat
argumentasi masing-masing.

viii.  Kesimpulan Setelah  pemeriksaan selesai, masing-masing pihak
menyampaikan kesimpulan tertulis mengenai hasil pemeriksaan di
persidangan.

ix.  Putusan (Pasal 108-116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) Hakim
membacakan putusan yang dapat berupa menolak gugatan, mengabulkan

sebagian atau seluruhnya, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
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x. Upaya Hukum (Banding dan Kasasi) Jika salah satu pihak tidak puas
dengan putusan PTUN, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi TUN (PTTUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung.

g. Syarat Formil dan Materil Gugatan
Penyusunan gugatan yang memenuhi kedua syarat ini sangatlah penting untuk
menjamin proses hukum yang lancar dan sah.

i.  Syarat Formil Gugatan.
Syarat formil gugatan adalah ketentuan-ketentuan administratif atau
prosedural yang harus dipenuhi dalam penyusunan gugatan, baik dari segi
waktu, tempat, maupun cara penyampaian gugatan. Syarat-syarat formil ini
mengatur tentang siapa yang dapat menggugat, kapan gugatan diajukan, dan
bagaimana gugatan tersebut harus disampaikan kepada pengadilan. Jika
syarat formil tidak dipenuhi, maka gugatan dapat dianggap tidak sah dan
tidak diterima oleh pengadilan.

ii.  Syarat Materil Gugatan.
Selain syarat formil, gugatan di PTUN juga harus memenuhi syarat materil,
yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan isi atau pokok gugatan itu sendiri.
Syarat materil ini mencakup alasan-alasan hukum mengapa suatu keputusan
atau tindakan tata usaha negara dianggap melanggar hak penggugat atau
bertentangan dengan hukum yang berlaku.

6. Aspek Hukum Pengujian (7oesting Gronden)

a. Konsep dan Landasan Teoritis Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.
Toetsingsrecht atau hak menguji merupakan wewenang untuk menyelidiki dan
menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan, baik dari segi isi maupun
prosedur pembentukannya, sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht)
berhak mengeluarkan peraturan tertentu. Pengujian ini bersifat fundamental
dalam negara hukum karena berkaitan dengan prinsip supremacy of the
constitution dan legal certainty. Sri Soemantri, salah satu pakar hukum tata
negara Indonesia, membagi toetsingsrecht ke dalam dua kategori:

i.  Hak Menguji Formal (Formele Toetsingsrecht).

LAWBRARY E'm

ALSALCUB.ORG




ALSA

%Q 7 Qg LOCAL CHAPTER
N UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALS
onniocat cuarrer | ACADEMIC DEVELOPMENT DIVISION

Wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif terjelma melalui
prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pengujian ini fokus pada aspek proses pembentukan, seperti
mekanisme pembahasan, persetujuan, dan pengundangan peraturan.
ii.  Hak Menguji Materiil (Materiele Toetsingsrecht).

Wewenang untuk menilai apakah isi atau substansi suatu peraturan
perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan norma hukum yang
lebih tinggi. Pengujian materiill berkaitan dengan kemungkinan
pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi
dalam hierarki.

Menurut Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State, tidak ada
jaminan absolut bahwa norma yang lebih rendah sesuai dengan norma yang
lebih tinggi karena organ hukum yang berwenang dapat menciptakan
norma-norma yang saling bertentangan. Oleh karena itu, mekanisme
pengujian menjadi keniscayaan dalam sistem hukum yang berjenjang
(stufenbau).

Teori hierarki norma (Stufenbau des Recht) yang dikemukakan Hans Kelsen
menyatakan bahwa norma-norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis
dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah
berlaku, bersumber, dan berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi.
Sistem ini bergerak dari norma yang paling umum (the most general ought)
menuju norma yang lebih konkret (the most particular or concrete), yang
pada akhirnya bermuara pada grundnorm sebagai norma dasar tertinggi.
Dalam konteks Indonesia, hierarki norma hukum diatur dalam UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai
berikut:

- UUD NRI Tahun 1945

- Ketetapan MPR

- Undang-Undang atau Perppu

- Peraturan Pemerintah

- Peraturan Presiden
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- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
Jimly  Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Acara Pengujian
Undang-Undang menjelaskan bahwa istilah foetsingsrecht, judicial review,
dan constitutional review memiliki titik konvergensi karena sama-sama
berbicara mengenai hak menguji terhadap satu produk hukum. Namun,
terdapat perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan pelaksanaannya:
- Toetsingsrecht.
Istilah yang paling luas, mencakup hak menguji yang diberikan kepada
kekuasaan yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Pengujian dapat
dilakukan terhadap berbagai norma hukum, baik peraturan
perundang-undangan (regeling), keputusan administrasi negara
(beschikking), maupun putusan pengadilan.
- Judicial Review.
Pengujian oleh lembaga yudikatif (hakim/pengadilan) terhadap produk
hukum. Dibagi menjadi:
- Abstract norm review.
Pengujian terhadap norma umum dan abstrak (peraturan
perundang-undangan), merupakan kewenangan MA dan MK
- Concrete norm review.
Pengujian terhadap norma konkret dalam jenjang peradilan (kasasi,
banding, PK), merupakan kewenangan MA
- Constitutional Review.
Khusus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh
Mahkamah Konstitusi.
- Legislative Review.
Pengujian oleh lembaga legislatif, dapat bersifat preventif (sebelum
diundangkan) atau represif (setelah  diundangkan  melalui
revisi/pencabutan). Contohnya adalah DPR yang menerima atau
menolak Perppu yang diajukan Presiden.

- Executive Review.
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Pengujian oleh lembaga eksekutif terhadap produk hukum di
bawahnya. Namun, Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 telah
membatalkan kewenangan executive review Kementerian Dalam
Negeri terhadap Perda Kabu
b. Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian.
i.  Kewenangan Mahkamah Agung
Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Agung
berwenang “mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU
No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Objek pengujian yang menjadi kewenangan MA meliputi:
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Peraturan Presiden (Perpres)
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri dan peraturan setingkat lainnya (Pasal 8 ayat (1) UU
PPP Tahun 2011)
MA menyatakan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang atas alasan:
- Bertentangan secara materiil dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi
- Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek
formil)
Kewenangan MA bersifat terbatas karena tidak menjangkau pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945. MA hanya menguji hubungan antara
undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal
ini sesuai dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia yang membagi kewenangan pengujian kepada dua lembaga
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ii.

kehakiman. Selain hak uji materiil, MA juga memiliki kewenangan lain
yang relevan dengan fungsi pengawasan hukum, antara lain:

- Kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat akhir

- Peninjauan Kembali (PK)

- Sengketa kewenangan mengadili antara badan peradilan

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di bawahnya

(toeziende functie)

- Pengaturan melalui SEMA dan PERMA (regelende functie)

- Pemberian pertimbangan hukum kepada Presiden (grasi, rehabilitasi)

- Penemuan dan pembentukan hukum (rechtsvinding dan rechtsvorming)
Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk pasca amandemen UUD 1945 sebagai
konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi.
Kehadiran MK menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman
Indonesia, membuka wilayah yang selama ini tidak tersentuh (untouchable)
oleh hukum, terutama pengujian undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK berwenang:

- Menguji undang-undang terhadap UUD (constitutional review)

- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD

- Memutus pembubaran partai politik

- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Kewenangan pengujian undang-undang oleh MK bersifat final dan
mengikat (final and binding), artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dan
putusan langsung berkekuatan hukum tetap. Putusan MK merupakan
penafsiran resmi (the sole interpreter) terhadap UUD 1945, sehingga DPR
dan  Presiden wajib  menindaklanjutinya  dalam  pembentukan
undang-undang. MK menerapkan prinsip audi et alteram partem
(mendengarkan keterangan para pihak) dengan persidangan yang terbuka
dan transparan untuk umum. Hal ini berbeda dengan praktik pengujian di

MA yang tidak selalu menyelenggarakan persidangan terbuka.
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Maria Farida Indrati, sebagai Hakim Konstitusi, pernah menyampaikan

dissenting opinion dalam beberapa putusan MK, menunjukkan bahwa

proses pengujian konstitusionalitas tidaklah monolitik melainkan

melibatkan dialog dan perdebatan mendalam antar hakim. Praktik

dissenting opinion dan concurring opinion ini penting untuk transparansi

dan akuntabilitas publik di era keterbukaan.

Sistem dualisme pengujian yang membagi kewenangan antara MA dan MK

menimbulkan beberapa problematika:

- Konflik Kelembagaan.
Potensi konflik antar lembaga dapat terjadi ketika putusan MA dan MK
saling bertentangan. Contoh konkret adalah kasus Pemilu 2009, di
mana MA melalui Putusan No. 15 P/HUM/2009 membatalkan
beberapa pasal dalam Peraturan KPU, sementara MK melalui Putusan
No. 110-113/PUU-VII/2009 menyatakan undang-undang yang menjadi
dasar peraturan tersebut konstitusional bersyarat. Situasi ini
menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian bagi penyelenggara
pemilu.

- Ketidak Sinkronan Hierarki Norma
Ketika MK membatalkan suatu undang-undang, maka peraturan
pelaksana di bawahnya yang telah diuji dan dinyatakan sah oleh MA
dapat menjadi kehilangan dasar hukumnya. Sebaliknya, apabila MA
membatalkan suatu peraturan pemerintah yang merupakan pelaksanaan
undang-undang, hal ini dapat mempengaruhi efektivitas
undang-undang tersebut.

- Kekosongan Hukum Pengujian TAP MPR
TAP MPR yang masih berlaku berdasarkan Ketetapan MPR No.
I/MPR/2003 menimbulkan persoalan yuridis manakala norma di
dalamnya dianggap merugikan hak konstitusional pihak tertentu. MK
dalam Putusan No. 24/PUU-XI/2013 menyatakan tidak berwenang
menguji TAP MPR karena kewenangannya secara limitatif hanya

menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MA pun tidak dapat

LAWBRARY E'm

ALSALCUB.ORG




ALSA

%Q 7 Qg LOCAL CHAPTER
N UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALS
onniocat cuarrer | ACADEMIC DEVELOPMENT DIVISION

mengujinya karena TAP MPR secara hierarkis berada di atas
undang-undang. Ini menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum)
dalam sistem pengujian.
- Kerancuan Pengujian Perppu.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) secara
hierarkis sederajat dengan undang-undang. Namun, prosedur
pembentukannya berbeda karena ditetapkan oleh Presiden dalam
keadaan kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat (1) UUD 1945).
MK  dalam  Putusan No. 138/PUU-VII/2009 dan  No.
145/PUU-VII/2009 menyatakan berwenang menguji Perppu terhadap
UUD 1945, meskipun permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard). Kerancuan timbul karena Perppu
dapat berubah status menjadi undang-undang atau dicabut oleh DPR,
sehingga waktu pengujiannya menjadi krusial.
- Upaya Harmonisasi.
Untuk meminimalisir konflik kelembagaan, Pasal 55 UU No. 24 Tahun
2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur
bahwa “pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib
dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian
peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah
Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”
7. Hukum-Hukum Lanjutan Konsentrasi Hukum Administrasi Negara.
a. Hukum Perizinan (Vergunningenrecht).
Merupakan cabang hukum administrasi yang mengatur bagaimana pemerintah
memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan. Izin ini
berfungsi sebagai instrumen kontrol negara agar aktivitas warga tetap sesuai
dengan kepentingan umum dan aturan hukum. Misalnya, izin usaha atau izin
lingkungan hanya dapat diberikan jika memenuhi syarat tertentu. Prinsip yang
dijunjung tinggi dalam hukum perizinan adalah asas legalitas, kepastian hukum,

serta perlindungan hak warga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
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b. Hukum Kepegawaian (Ambtenarenrecht)
Berfokus pada kedudukan, hak, dan kewajiban aparatur sipil negara. Cabang ini
mengatur proses rekrutmen, promosi, disiplin, hingga pemberhentian pegawai
negeri. Di Indonesia, hukum kepegawaian erat kaitannya dengan Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan profesionalisme, integritas, dan
netralitas birokrasi.

c. Hukum Lingkungan Administratif.
Mengatur kewenangan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
melalui instrumen administratif. Contohnya adalah izin lingkungan, Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta sanksi administratif bagi
pelanggaran.

d. Hukum Pajak Administratif.
Menitikberatkan pada prosedur pemungutan pajak oleh negara. Berbeda dengan
hukum pajak materiill yang mengatur jenis dan tarif pajak, hukum pajak
administratif lebih menyoroti aspek teknis seperti penetapan, keberatan, banding,
hingga eksekusi pajak. Dengan adanya aturan ini, proses pemungutan pajak
diharapkan berjalan transparan, adil, dan sesuai prosedur hukum.

e. Hukum Perencanaan dan Pembangunan
Berkaitan dengan tata ruang dan rencana pembangunan nasional maupun daerah.
Pemerintah menggunakan hukum ini sebagai dasar legitimasi kebijakan
pembangunan, misalnya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Cabang
ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana,
berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat.

f. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa
Mengatur mekanisme administrasi dalam pengadaan barang dan jasa oleh
pemerintah. Prinsip utama yang dijunjung adalah transparansi, akuntabilitas, dan
efisiensi. Karena sering terkait dengan isu korupsi, hukum ini juga menekankan
pentingnya pengawasan ketat agar proses pengadaan tidak disalahgunakan.

g. Hukum Pengawasan Administratif
Berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan administrasi negara.

Pengawasan dapat dilakukan secara internal (melekat), eksternal (fungsional),
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maupun oleh masyarakat. Lembaga seperti Ombudsman berperan penting dalam
memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah tidak merugikan warga dan

tetap sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

LAWBRARY Aym

ALSALCUB.ORG




~TALS

LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA

LOCAL CHAPTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
ACADEMIC DEVELOPMENT DIVISION

DAFTAR PUSTAKA

Helmi, Prof. Dr., S.H., M.H., Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Dr. Fitria, S.H., M.H.,
Latifah Amir, S.H., M.H., Ratna Dewi, S.H., M.H., dan Melia Rizki
Ruswandi, S.H., M.H. Buku Ajar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara.
Jambi: UNJA Publisher, 2025.

Hidayat, Eko. Hukum Administrasi Negara: Konsep dan Aplikasi di Indonesia.
Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan,
Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Jakarta: Presiden

Republik Indonesia, 2022.

Sisca.id. A4pa [Itu Barang Milik Negara (BMN)? Diakses 5 Mei 2026.
https://sisca.id/apa-itu-barang-milik-negara-bnm/.

Tim Penyusun. Sarana Administrasi Negara. Locopath.id, 12 Februari 2025.
Diupdate 11 Januari 2026. Diakses 5 Mei 2026.
https://locopath.id/index.php/2025/02/12/sarana-administrasi-negara/.

Masloman, Nadila Fitri, Said Aneke R., dan Marthin L. Lambonan. Kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
(Good Governance). HSM Administratum, No. 56 (2025).

LAWBRARY E'm

ALSALCUB.ORG


https://sisca.id/apa-itu-barang-milik-negara-bnm/?utm_source=copilot.com
https://sisca.id/apa-itu-barang-milik-negara-bnm/?utm_source=copilot.com
https://locopath.id/index.php/2025/02/12/sarana-administrasi-negara/?utm_source=copilot.com
https://locopath.id/index.php/2025/02/12/sarana-administrasi-negara/?utm_source=copilot.com

ALSA

‘%Q 7 Qg LOCAL CHAPTER
N UNIVERSITAS BRAWIJAYA

~TALS
onniocat cuarrer | ACADEMIC DEVELOPMENT DIVISION

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan perbedaan antara kewenangan dan kekuasaan dalam Hukum Administrasi
Negara!

2. Apa yang dimaksud dengan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai sumber
kewenangan? Berikan contoh masing-masing!

3. Mengapa sistem merit dianggap sebagai fondasi profesionalisme birokrasi dalam
manajemen ASN?

4. Bagaimana definisi keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan apa saja
pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikannya?

5. Apa perbedaan antara keberatan (bezwaar) dan banding administratif (administratief

beroep) dalam sengketa kepegawaian ASN?
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JAWABAN

1. Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara adalah hak sekaligus kewajiban
(rechten en plichten) yang dimiliki pejabat atau badan pemerintahan untuk bertindak
dalam ranah hukum publik. Sedangkan kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk
berbuat atau tidak berbuat tanpa adanya kewajiban melekat. Dengan kata lain,
kewenangan bersifat legal dan dilembagakan, sedangkan kekuasaan lebih bersifat
faktual. Contohnya, dalam otonomi daerah, kewenangan berarti hak sekaligus
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan.

2. yang dimaksud dengan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai sumber kewenanga,
yaitu:

a. Atribusi adalah pemberian kewenangan baru oleh UUD atau undang-undang
kepada organ pemerintahan. Contoh: OJK memperoleh kewenangan
mengawasi perbankan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2012.

b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi
kepada pejabat yang lebih rendah, dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya
kepada penerima. Contoh: Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden
Soekarno kepada Soeharto.

c. Mandat adalah pelimpahan kewenangan untuk dijalankan oleh pejabat lain
atas nama pemberi mandat, tetapi tanggung jawab tetap pada pemberi. Contoh:
pelaksanaan tugas rutin oleh bawahan atas nama atasan.

3. Sistem merit dianggap sebagai fondasi profesionalisme birokrasi dalam manajemen
ASN, karena sistem merit menekankan bahwa rekrutmen, promosi, dan pengelolaan
ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan latar belakang
politik atau faktor diskriminatif. Prinsip ini menjaga integritas, efisiensi, dan netralitas
birokrasi. Dengan sistem merit, ASN dilindungi dari intervensi politik, diberi
kesempatan mengembangkan kompetensi, dan diperlakukan secara adil. Hal ini
menjadi fondasi profesionalisme karena birokrasi yang berbasis merit mampu
menjalankan kebijakan publik secara objektif dan berorientasi pada pelayanan

masyarakat.

LAWBRARY E'm

ALSALCUB.ORG




ALSA

%Q 7 Qg LOCAL CHAPTER
N UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALS
onniocat cuarrer | ACADEMIC DEVELOPMENT DIVISION

4. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat diukur dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun
barang yang dapat dijadikan milik negara sechubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi:

a. Objek.
seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

b. Subjek.
seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai pemerintah.

c. Proses.
rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga
pertanggungjawaban.

d. Tujuan.
kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan
objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

5. Perbedaan antara keberatan (bezwaar) dan banding administratif (administratief
beroep) dalam sengketa kepegawaian ASN, yaitu:

a. Keberatan (bezwaar): dilakukan oleh ASN yang tidak puas terhadap
keputusan pejabat pembina kepegawaian (PPK), kecuali terkait pemberhentian
sebagai PNS atau pemutusan hubungan kerja PPPK. Keberatan diajukan
kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan.

b. Banding administratif (administratief beroep): dilakukan oleh ASN yang
tidak puas terhadap keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS
atau pemutusan hubungan kerja PPPK. Banding ini merupakan upaya
administratif yang lebih tinggi dibanding keberatan. Perbedaan utama terletak
pada objek sengketa: keberatan untuk keputusan umum, sedangkan banding

administratif khusus untuk kasus pemberhentian ASN.
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